
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU 

NOMOR  08 TAHUN 2005  

 

TENTANG  

 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2005 

 

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA BANJARBARU 

 

 

Menimbang   : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau 

Pemerintah Daerah yang bersifat Strategis/Penyesuaian akibat 

tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan/terjadi 

kebutuhan yang mendesak, maka Arah dan Kebijakan Umum 

APBD serta strategi dan prioritas APBD yang telah dilakukan 

perubahan dan telah disepakati pada tanggal. 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, 

perlu menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2005. 

  

Mengingat  :     1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan 

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

BAngunan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1994 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3569); 

 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 

34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 426, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

 

3. Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Repubik 

Indonesia Nomor 3688); 

 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kotamadya Darah Tingkat II BAnjarbaru (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3822);  

 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

 

 

 



 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia TAhun 2004 Nomor 

125, TAmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437); 

 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 jo. Peraturan 

Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

15,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomo 202, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonsia Nomor 4022); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 

dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam RAngka Pelaksanaan 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonsia Nomor 4023); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4024); 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lemabaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

 

17. Praturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retibusi 

Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 119, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4139); 

 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Protokoer dan Kedudukan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); 

 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang 

Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan 

Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha 

Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhtungan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU 

 

MEMUTUSKAN 

 

Mentapakan : PERATURAN DARAH KOTA BANJARBARU TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2005 

 

Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 semula                 

Rp. 171.052.737.890,00  bertambah sejumlah Rp. 13.678.202.400,00 dengan rincian 

sebagai berikut : 

 

1. Pendapatan 

a. Semula     Rp. 166.194.312.890,00 

b. Bertambah/Kurang   Rp.     6.780.000.000,00 

 

2. Belanja 

a. Semula     Rp. 171.052.737.890,00 

b. Bertambah/Kurang   Rp.   13.678.202.400,00 

Jlh Belanja Setelah Perubahan    Rp. 184.730.940.290 

 Surplus / Defisit Stlh Perubahan Rp. 11.756.627.400,00 

 

3. Pembiayaan :  

a. Penerimaan  

- Semula    Rp. 4.858.425.000,00 

- Bertambah / Kurang   Rp. 6.898.202.400,00 

Jlh Penerimaan Setelah Perubahan  Rp. 11.756.627.400,00 

 

 



b. Pengeluaran 

- Semula    Rp.  Nihil 

- Bertambah / Kurang   Rp.  Nihil 

Jlh Pengeluaran Setelah Perubahan Rp.  Nihil 

 

 Pasal 2 

 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri 

dari: 

  

1. Lampiran  I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah 

2. Lampiran  II Rincian Anggaran Pndapatan dan Belanja Daerah 

3. Lampiran  III Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan 

Unit Organisasi Perangkat Daerah 

4. Lampiran  IV Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan 

5. Lampiran  V Daftar Piutang Daerah 

6. Lampiran  VI Daftar Pinjaman Daerah 

7. Lampiran  VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah 

8. Lampiran  VIII Daftar Aktiva Tetap Daerah ; dan 

9. Lampiran    IX Dftar Dana Cadangan   

 

Pasal 3 

Lampiran – lampiran dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 4 

Sebagai landasan oprasional pelaksanaan, Walikota Banjarbaru menetapkan Peraturan 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

 

Pasal 5 

 

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diUndangkan dan mempunyai daya 

laku surut sejak 2 januari 2005 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pegUndangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru. 

 

Ditetapkan di : Banjarbaru 
Pada tanggal : 13 Oktober  2005 
WALIKOTA BANJARBARU 

 
    ttd 

 
RUDY RESNAWAN 

 
DiUndangkan di : Banjarbaru 
Pada tanggal :  13 Oktober  2005 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU, 

 
          ttd 
 
  BUDI YAMIN 
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU 
NOMOR   8   TAHUN 2005 SERI  A NOMOR SERI 3 


